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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi
itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba B Be
] Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas




J Ra Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad s es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
) Za z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
& Ghain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
P Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
° Ha H Ha
& Hamzah Apostrof
T Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal Tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
i=a i=3
I=i ¢l=ai ¢l =1
I=u sl =au J=1

Vi




3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
dsax 31 1 ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dab b ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
U ditulis rabband
s ditulis al-barr
5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah™ ditrasnsliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
Al ditulis asy-syamsu
dal ditulis ar-rojulu
Sdud) ditulis as-sayyidinah
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
el ditulis al-gamar
) ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostrof /*/.
Contoh:
& yal ditulis umirtu

& o ditulis syai'un
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ABSTRAK

Setiani, Luluk. 2022. Legalitas Viube Terhadap Hukum Positif Dan Hukum
Islam. Skripsi. Dosen Pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Industri teknologi dilakukan secara elektronik sehingga keamanan
merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan media sosial dengan tujuan
meminimalisir terjadinya suatu hal yang dinilai negatif. Investasi merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memberikan
uang atau pendapatannya untuk melakukan suatu usaha dengan harapan untuk
mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Aplikasi Vfube adalah investasi yang
dikembangkan dalam bidang periklanan. Untuk mendapatkan income setiap
member hanya menyelesaikan misi dengan menonton video yang telah disediakan
pihak platform. Aplikasi Vtube dinyatakan sebagai aplikasi ilegal oleh OJK,
sedangkan legalitas merupakan unsur terpenting dalam berdirinya suatu badan
usaha. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan jati diri yang
melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh
masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan
peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai
dokumen hingga sah di mata hukum.

Dalam Hukum Islam telah diatur segala sesuatu yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam kegiatan muamalah sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan studi kasus yang bersifta kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah
perlindungan investor untuk pengguna vtube masih belum jelas, Ketika terjadi
kerugian dalam transakasi virtual currency dapat dibawa ke ranah hukum melalui
proses litigasi dan non-litigasi. Aplikasi Vtube mengandung berbagai unsur yang
tidak diperbolehkan dalam Hkukum Islam yaitu taghrir, gharar, masyir, dan zalim.
Oleh karena itu aplikasi vtube merupakan bisnis terlarang menurut Hukum Islam.

Kata Kunci : Alpikasi Viube, Hukum Islam, Investai,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem teknologi terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Sehingga mengakibatkan industri teknologi semakin diunggulkan dalam
sistem transaksi yang dilakukan secara elektronik. Keamanan merupakan
unsur terpenting dalam pemanfaatan media sosial dengan tujuan untuk
meminimalisir terjadinya suatu hal yang dinilai negatif atau dapat
merugikan orang lain.! Investasi merupakan suatu kegiatan yang
menawarkan keuntungan yang tinggi. Akan tetapi jika tidak berhati-hati
dalam memilih investasi yang legal maka masyarakat akan terjerumus
menggunakan investasi yang ilegal dan akan berdampak memunculkan
masalah baru.

Aturan yang berada didalam lingkungan masyarakat selalu
mengalami perkembangan yang pesat dan bersifat dinamis sesuai dengan
keadaan perkembangan masyarakat. Hukum memiliki pengaruh yang
dominan terhadap kehidupan masyarakat, hukum digunakan untuk
mengatur tingakah laku masyarakat. Hukum yang berkaitan langsung
dengan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah.
Pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kondisi yang sejahtera

tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, peran pemerintah adalah

"'Yudha Sri Wulandari, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual
Beli E-commerce”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.



mengatur, mengawasi, dan mengontrol dengan mengeluarkan undang-

undang jaminan hukum.?

Aplikasi Viube adalah Aplikasi yang berkembang dibidang
periklanan. Untuk mendapatkan income setiap member hanya
menyelesaikan misi dengan menonton video yang telah disediakan pihak
platform dan akan mendapatkan view point yang bernilai dalam bentuk
dollar. Dalam strategi promosinya aplikasi Vfube mencantumkan surat izin
dari pihak berwenang.? Aplikasi Viube menawarkan usaha yang
berpeluang tinggi dengan cara kerja yang mudah, dan dalam pendaftaran
sebagai member Viube tidak ada biaya administrasi, banyaknya
keuntungan yang ditawarkan membuat banyak orang tertarik menjadi

member Viube.

Namun pada kenyataannya aplkikasi Viube dinyatakan sebagai
investasi illegal oleh OJK.* Kominfo telah memblokir situs resmi Viube
pada 14 februari 2021 dengan mencabut penyelenggaraan sistem
elektronik dengan nomor: 02376/DJAI.PSE/03/2020 yang merupakan izin
atau tanda daftar dari Aplikasi Viube. Aplikasi Viube tidak bisa diakses

pada play store maupun appstore karena masih dalam pemblokiran oleh

2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), him.3

3 Leski Rizkinaswara, Pemblokiran Aplikasi Tiktok Cash dan Vtube. 15 Februari 2021.
Diakses pada tanggal 23 Juni. 2021. Dari https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-
Aplikasi-tiktok-cash-dan-vtube/

4 Satgas Waspada Investasi. Diakses pada 20 Juni. 2021. Dari https://ojk.go.id/id/berita
dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-

Koordinasi-dengan-Kepolisian RI/Lampiran%2011%20Entitas%201legal%20Juli.pdf
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https://ojk.go.id/id/berita%20dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian%20RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf
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https://ojk.go.id/id/berita%20dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian%20RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf

pihak yang berwenang, Viube bisa kembali diizinkan apabila management

Vtube telah memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku.’

Aplikasi Vtube diblokir oleh OJK dengan alasan karena aplikasi
Vtube merupakan jenis investasi uang tanpa izin yang menawarkan
keuntungan dua ratus ribu hingga tujuh puluh juta rupiah dengan hanya
menonton  iklan®. Dengan adanya pemblokiran aplikasi Viube
mengakibatkan aplikasi tidak bisa digunakan selama pihak pengelola
belum mengurus surat izin kepada pihak yang berwenang. Sehingga
mengakibatkan view point yang telah terkumpul tidak dapat ditukarkan,
dan misi yang sudah dibeli tidak dapat digunakan sehingga para member
khawatir jangka waktu misi yang sudah dibeli akan hilang begitu saja dan
tidak dikembalikannya view point yang telah digunakan umtuk membeli

misi tersebut.’

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tugas akhir kuliah
dengan judul: “LEGALITAS VTUBE TERHADAP HUKUM POSITIF

DAN HUKUM ISLAM”

> Misinformasi Vtube Resmi Dilindungi Pemerintah Indonesia, Diakses pada tanggal 20
Juni, 2021, Dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/32720/misinformasi-vtube-resmi-
diindungi-pemerintah-indonesia/0/laporan_isu_hoaks

Satgas Waspada Investasi. Diakses pada 20 Juni. 2021. Dari https://ojk.go.id/id/berita
dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-

Koordinasi-dengan-Kepolisian RI/Lampiran%2011%20Entitas%201legal%20Juli.pdf

7 Wawancara dengan Fathur RN, tanggal 31 Maret melalui Aplikasi Whatsapp.


https://ojk.go.id/id/berita%20dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian%20RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf
https://ojk.go.id/id/berita%20dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian%20RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf
https://ojk.go.id/id/berita%20dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian%20RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas Viube terhadap hukum positif?
2. Bagaimana hukum investasi bisnis Viube dalam perspektif Hukum
Islam?
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini
adalah:
a. Untuk memahami dan menganalisis legalitas Viube terhadap
hukum positif.
b. Untuk memahami dan mendiskripsikan hukum investasi bisnis
Vtube dalam perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan
informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum ekonomi tentang
investasi dengan teknologi yang mengalami pemblokiran menurut
hukum positif.
b. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian yang dilakukan dapat memberikan
wawasan keilmuan dan hazanah pengetahuan tentang pentingnya
legalitas aplikasi elektronik dalam transaksi bisnis online sehingga

tidak ada pihak yang dirugikan.



D. Telaah Pustaka

1.

Penelitian Relevan
Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan

dengan penelitian yang akan dilakukan:

Febri Yanto dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Media Online
Aplikasi Vtube Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-
MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitif deskriptif. Hasil dari
penelitian ini adalah Vfube merupakan sebuah aplikasi yang hampir sama
dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama
tontonan menghibur, namun yang menarik dari Vfube pengguna bisa
meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan
1-10 detik. Pada praktiknya akad yang digunakan adalah ijarah, maka ada
hubungan antara perusahaan Viube dan para pengguna aplikasi
Vtube/member Viube yang tercantum didalam akad sewa menyewa. untuk
upah yang berupa VP tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pertukaran.
Dengan memperhatikan ketentuan Fatwa MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009
tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Maka perusahaan harus
memenuhi ketentuan hukum terdiri dari 12 aspek. Ada beberapa aspek
yang tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya perihal view poin yang
dijadikan sebagai objek, member harus penyelesaian misi menonton iklan,
aplikasi Vfube mengandung penggunaan skema ponzi dimana upline akan

mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada downlinenya.



Mengandung unsur gharar, maysir, dan dharar Terdapat biaya yang harus
dikeluarkan untuk mendapatkan bintang. Bonus atau komisi diambil dari
penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukan dari penjualan
produk dan kalaupun ada itu hanyalah kamuflase?.

b. Helda Oktaviani dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli view point (Vp) Dalam Aplikasi
Vtube Penghasil Uang”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif
Analitis. Hasil dari penelitian ini adalah view point yang dijadikan objek
jual beli adalah tidak salah, karena view point tersebut termasuk kedalam
harta fiktif (ma’dum), sebab tidak memenuhi kategori maal fi al-dzimmah
(harta yang memiliki jaminan). Sehingga transaksi jual beli view point
antara para member Vtube yang terjadi di web excahange counter tersebut
termasuk kepada jual beli yang dilarang yaitu jual beli ma’dum.
Kemudian, jual beli view point dengan tujuan menaikkan level merupakan
sistem dari skema Ponzi dan skema Ponzi tersebut haram dalam islam
karena mengandung gharar atau penipuan. Disamping itu, pemberian upah
dalam aplikasi Viube tersebut tidak sah, karena akad jualah dalam kegiatan
tersebut rusak. Sebab ‘%wad/ atau bonus yang didapatkan oleh member
tidak berasal dari perusahaan Viube.’

c. Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari dalam

penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum

8 Febri Yanto, “Kedudukan Media Online Aplikasi Vtube Dihubungkan Dengan Fatwa
MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”,
Thesis, 2022, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

° Helda Oktaviani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli View point
(Vp) Dalam Aplikasi Vtube Penghasil Uang”, Thesis, 2021, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.



Penggunaan Virtual currency Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)”. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis
empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan virtual currency
dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki
kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata.
Penggunaan virtual currency melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No.
17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Virtual currency
dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang
adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata.!?

d. Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Darmadha dalam penelitiannya
yang berjudul “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
berdasarkan pada peraturan perundang — undangan, teori hukum, maupun
konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sudah
biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang

yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah

10 Rindia Fanny Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari, “Tinjauan Yuridis
Kepastian Hukum Penggunaan Virtual currency Dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau Dari
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE,
Vol. 19, No. 3, 2019, Hlm. 339.



diatur di dalam Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan. Bitcoin
sebagai mata uang kriptografi tidak dapat memenubhi kriteria sebagai mata
uang dilihat dalam Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang, namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian bahwa alat
pembayaran dalam beberapa transaksi tidak harus menggunakan mata
uang rupiah. Penggunaan bitcoin di masyarakat menimbulkan akibat
hukum berupa sanksi administratif maupun denda.'!

e. Mudaris Rohman Al-Ashar dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok
Cash (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok Cash)” Jenis penelitian ini adalah
penelitian normatif-empiris dengan pendekatan hukum yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara mendapatkan komisi pada
keanggotaan Tiktok Cash dilakukan dengan seseorang melakukan
pendaftaran dan membayar sejumlah uang sesuai level yang dipilihnya dan
melakukan tugas sesuai levelnya untuk mendapatkan uang, untuk
mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain
untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin
banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke
rekening bank, dan dompet digital. Tinjauan hukum ekonomi syariah
terhadap komisi dari keanggotaan Tiktok Cash tidak sah karena a). barang

yang diperjual belikan tidak terwujud b). mengandung unsur dharar,

' Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Darmadha, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat
Pembayaran Di Indonesia”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.



gharar, jahalah, bathil dalam praktik yang dilakukan c). komisi tidak jelas,
karena tidak jelas jasa apa yang telah dilakukan sebagai dasar bonus ketika
mengajak orang lain bergabung, karena barang yang diperjual belikan
tidak ada dan tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009
tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) karena
lebih identik dengar gharar, maysir, dharar, dzulm, tidak ada pembinaan
agar mendapat komisi, menimbulkan ighra’, terdapat eksploitasi dan
ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan
anggota berikutnya, lebih dekat dengan unsur kegiatan money game yang
merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam.!?

f. Pramelani dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena Pemberitaan
Informasi Keamanan Aplikasi Tiktok Di Media Online Dalam Pemakaian
Aplikasi Tiktok”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ketenaran
TikTok tidak luput dengan masalah keamanan aplikasi tersebut. Aplikasi
TikTok disebutkan memiliki celah keamanan yang beresiko, penjahat
maya dapat masuk ke akun pengguna dengan mudah sehingga dapat
merugikan pemilik akun. Untuk mencegah hal demikian, pemilik akun
diberitahukan untuk mengupdate aplikasi TikTok yang terbaru. adanya
informasi keamanan aplikasi TikTok di media online menjadikan
pengguna media sosial mendapatkan wawasan pengetahuan untuk

menggunakan media sosial dengan baik, nyaman dan aman. Informan

12 Mudaris Rohman Al-Ashar, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari
Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok Cash)”, Skripsi, 2022, Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang.
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tidak terlalu mengkhawatirkan informasi keamanan yang ada di media
online karena check point research pun menyarankan kepada para
pengguna aplikasi TikTok untuk mengupdate aplikasi TikTok terbaru dan
memberikan data pribadi. Daya tarik pengguna media sosial memakai
aplikasi TikTok sebatas penikmat saja karena masih ada yang lebih
menarik yakni youtube dan instagram yang lebih aman serta menarik
kontennya.!3

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa,
topik penelitian perlindungan terhadap investor sudah ada yang
membahasnya, tetapi didalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan
penelitian-penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febri
Yanto hanya berfokus pada kedudukan media online aplikasi Viube
dihubungkan dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang
Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Penelitian yang
dilakukan oleh Helda Oktaviani hanya berfokus pada tinjauan hukum
ekonomi syariah terhadap jual beli view point (VP) dalam aplikasi Viube
penghasil uang. Penelitian yang dilakukan oleh Rindia Fanny
Kusumaningtyas dan Raynaldo Giovanni De Rozari berfokus pada
perlindungan hukum terhadap investor dalam kepastian hukum
penggunaan virtual currency dalam transaksi elektronik. Penelitian yang
dilakukan oleh Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Darmadha hanya

berfokus pada legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia.

13 Pramelani, “Fenomena Pemberitaan Informasi Keamanan Aplikasi Tiktok Di Media

Online Dalam Pemakaian Aplikasi Tiktok”, Jurnal Communications, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm.

138.
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Mudaris Rohman Al-Ashar berfokus pada perlindungan hukum terhadap
investor dalam komisi dari keanggotaan Tiktok Cash. Penelitian yang
dilakukan oleh Pramelani hanya berfokus terhadap perlindungan investor
melalui pemberitaan informasi keamanan aplikasi tiktok di media online

dalam pemakaian aplikasi tiktok.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah
penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap aplikasi
penghasil uang yang mengalami pemblokiran, dan bagaimana tinjauaun
Hukum Islam dalam praktik aplikasi penghasil uang. Sedangkan
persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas

adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum.

Kerangka Teori
Teori Investasi Perspektif Hukum Positif

Investasi merupakan suatu kegiatan menanam modal pada suatu
perusahaan. guna untuk mendapatkan keuntungan. Investasi dibagi
kedalam dua jenis yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Pada
penanaman modal investasi langsung dilakukan dalam jangka waktu yang
lama pada suatu perusahaan atau usaha dan investor berperan sebagai
pengontrol dalam investasi tersebut. Investasi tidak langsung merupakan
penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan lebih

spekulatif.!4

14 Mas Rahman, Hukum Investasi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3
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2. Teori Investasi Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam investasi dan bisnis merupakan salah satu hal yang
dianjurkan. Oleh karena ini dalam Islam setiap orang bebas berinvestasi
akan tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam
ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist. Ekonomi Islam
memiliki empat landasan normatif adalah tauhid, keadilan dan
kesejahteraan, kehendak bebas, dan tanggungjawab.!> Segala kegiatan
yang berdasarkan prinsip syariah harus menghindari unsur- unsur sebagai

berikut:

a. Riba, penambahan pendapatan yang dilakukan secara tidak sah.

b. Maysir, transaksi yang dimana digantungakn pada suatu keadaan
dan bersifat untung-untungan.

c. Gharar, suatu transaksi yang objeknya tidak jelas.

d. Haram, proses transaksi dimana objeknya dilarang dalam Islam.

e. Zalim, proses transaksi yang tidak adanya keadilan.!6

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan studi kasus yang bersifta kualitatif. Penelitian hukum
yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang mempergunakan

sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang

24-25

15 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta: PT Trans Media, 2011), hlm.

16 Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2020), him.7
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pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data
sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi,
bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan
oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada
masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai legalitas

Vtube di Indonesia.l”

2. Sumber Data
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data
dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.!®
a. Data Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, yakni:
1. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
2. UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. PERMENDAG Nomor 70 Tahun 2019 Distribusi Barang
Secara Langsung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin

Usaha Industri.

17 Darsono, Heru, Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Lelang di Indonesia Dalam Teori dan
Praktek, (Surabaya : Pustaka [lmu, 2007), hal 39.

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.
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5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2020 Tentang Lembaga Pengelola Investas.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh peneliti sebagai data pendukung
dalam melakukan penlitian legalitas Viube terhadap hukum positif
dan hukum islam. Data sekunder diperoleh melalui YouTube,
jurnal, skripsi, dan dokumen atau buku yang sesuai dengan
penelitian.
3. Teknik pengumpulan Informasi dan Data
Untuk mendapatkan informasi peneliti menggunakan observasi.
Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati
dan membuat rangkuman yang runtut terhadap kasus maupun objek
yang akan ditiliti.!” Data yang telah terkumpul melalui kegiatan
pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan
penelitian, Sebab data merupakan data mentah. Proses pengolahan data
tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang
telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing
dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang

belum lengkap.

19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Y ogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 151.
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4. Teknik Analaisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-
angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
pandanganpandangan nara sumber hingga dapat menjawab
permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun
secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data
dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis,
sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang
dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.
Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah,
dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis
untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode
pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus
atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan
solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.
F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka sistematika penulisan

yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:
Bab pertama, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab kedua, membahas mengenai investasi menurut hukum positif, dan
investasi dalam perspektif Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum Aplikasi Viube,
pembahasan ini meliputi profil dari Aplikasi Vtube, visi misi Aplikasi
Vtube, pertanggungjawban pengelola Vtube, konsepsi hukum positif
terhadap legalitas Viube, dan Konsepsi Hukum Islam terhadap Viube.

Bab keempat, berisi analisis penelitian. Berisikan tentang analisis
legalitas aplikasi Vtube menurut hukum positif dan analisis hukum
investasi bisnis Vtube dalam perspektif Hukum Islam

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan serta saran-saran

yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Aplikasi Viube belum dikatakan sebagai investasi yang aman di
Indonesia dikarenakan tidak memiliki legalitas dari pihak yang
berwenang serta di Indonesia tidak ada aturan undang-undang secara
khusus yang mengatur kegiatan penggunaan virtual currency sebagai
alat investasi. Hal ini yang mengakibatkan perlindungan untuk
pengguna Viube masih belum jelas, Ketika terjadi kerugian dalam
transakasi virtual currency dapat dibawa ke ranah hukum melalui

proses litigasi dan non-litigasi.

. Dalam Hukum Islam semua aktivitas muamalah adalah mubah kecuali

terdapat dalil yang melarangnya. Aplikasi Viube adalah aplikasi yang
sudah dinyatakan ilegal menurut SWI dan OJK. Aplikasi Viube
mengandung berbagai unsur yang tidak diperbolehkan dalam Hkukum
Islam seperti taghrir, gharar, masyir, dan zalim. Oleh karena itu

aplikasi Vtube merupakan bisnis terlarang menurut Hukum Islam.

B. Saran

1.

Bagi seseorang yang hendak menjadi member dari suatu platform
ataupun investasi online yang memberikan iming-iming profit nyata
hendaknya memperhatikan terlebih dahulu legalitas dari platform
tersebut dan perlu untuk mempertimbangkan konsekuensi waktu dan

pendapatan yang akan diperoleh.

68
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2. Walaupun dalam hukum positif suatu aplikasi investasi diakui secara
legal, hendaknya tetap memperhatikan Hukum Islam, oleh demikian

tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

Demikian saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca,
penilitian ini memiliki banyak kekurangan, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca, sekian dan terimakasih
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